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PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang
saat ini sering di jumpai di berbagai negara, terutama negara berkembang. Adapun
yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak itu sendiri adalah keterlibatan
seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak
mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari hukum
di negara yang bersangkutan, di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya
lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak,
memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.*

Setidaknya ada dua dampak yang terjadi jika seorang anak mengalami
kekerasan sejak usia dini. Dampak pertama tentu mengacu kepada psikologisnya.
Stress akan mengganggu fungsi serta perkembangan otak anak. Berdasarkan studi
yang telah terjadi, 79% korban dari kekerasan dan pelecehan seksual akan
mengalami trauma yang mendalam.? Di sisi lain, dampak fisik juga akan menyerang
korban, terutama penularan Penyakit Menular Seksual. Korban juga berpotensi
mengalami luka internal, pendarahan bahkan kerusakan organ internal. Perlu

diketahui bahwa dampak terburuk yang dapat terjadi bagi anak adalah kematian.
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Kekerasan seksual anak bukan lagi menjadi masalah domestik, akan tetapi
sudah masuk lingkup internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan
global yang mengatur akan kekerasan seksual anak di seluruh dunia. Pada tahun
1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi
kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia PBB mulai bekerja
pada draft Konvensi Hak Anak dan selesai pada 20 November 1989 dengan hasil
Convention on The Rights of the Child (CRC), yang diadopsi oleh Majelis Umum
PBB.? Berdasarkan pengesahan rumusan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), Majelis
Umum PBB mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) terhitung sejak 2
September 1990.

Hampir semua negara anggota PBB telah mengambil komitmen dengan
meratifikasi konvensi ini. Satu-satunya negara yang tidak menandatangani
konvensi tersebut adalah Somalia, dengan alasan masalah internal yang berkaitan
dengan kasus tersebut. Indonesia sendiri telah secara aktif merumuskan, membahas
naskah dan menandatangani kesepakatan tersebut. Rumusan KHA dilandasi oleh
Deklarasi Hak-Hak Anak di Jenewa pada tahun 1924 dan Deklarasi Hak-Hak Anak
PBB pada tahun 1959. Maka dari itu, KHA merupakan bagian yang tidak bisa
terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa upaya perlindungan terhadap hak-hak anak juga merupakan
perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebaliknnya setiap pelanggaran terhadap

hak anak berarti pelanggaran pula terhadap HAM.
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Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak bahkan telah memasuki
tahap darurat. Berdasarkan informasi di dalam situs resmi Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), semakin tahun semakin tampak jelas peningkatan kasus
kekerasan anak di Indonesia, termasuk di dalamnya kasus kekerasan seksual
terhadap anak. Kasus ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat, bahkan daerah
pedalaman Indonesia. Hasil survei online Komisi Nasional (Komnas) Perempuan,
dari 25.213 responden sekitar 6,5 persen atau 1.636 orang di antaranya mengatakan
pernah mengalami pemerkosaan.* Survei juga mencatat bahwa terdapat 223 kasus
kekerasan seksual yang dialami anak-anak di bawah umur dalam kurun waktu 2
bulan (Januari-Februari) pada tahun 2018, dimana para pelaku diduga merupakan
orang terdekat korban.

Melihat maraknya kasus tersebut, pemerintah tidak tinggal diam dan
membuat sejumlah peraturan untuk menangani hal ini. Upaya pertama adalah
dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan
Nasional Anti-Kejahatan Seksual Pada Anak (GN-AKSA), melalui edukasi,
sosialisasi, pencegahan, perlindungan, respon cepat, rehabilitasi dan penegakan
hukum. Termasuk juga di dalamnya program pengembangan konsep pengasuhan
berkualitas. Selain Intruksi Presiden tahun 2014, sebelumnya Indonesia juga telah
mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang sejalan dengan

Konvensi Hak Anak Internasional, yang diratifikasi oleh Indonesia.®
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Selain itu, presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin,
menghargai, dan melindungi hak anak. Upaya ketiga, Pemerintah Indonesia
membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia.
Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di
Bidang Anak. Indonesia telah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA) yang merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung gerakan
dunia yaitu “World Fit for Children”.

Sebagai upaya untuk menangani kasus ini, Indonesia membentuk Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk
menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Di Indonesia dalam UUD
1945 Pasal 28 B Ayat (2) menjelaskan bahwa negara menjamin setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari uraian di atas, alasan penulis
memilih topik ini adalah perlunya mengekspos ke ranah publik karena masih
banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan isu ini, semakin banyak yg
meneliti, masyarakat semakin sadar akan pentingnya masalah ini. Penulis melihat
betapa mirisnya korban dari kasus kekerasan seksual anak yang tidak mendapakan
keadilan dalam proses penyidikan. Bahkan tidak sedikit korban yang mendapat

diskriminasi oleh lingkungan sekitarnya.



Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di era
globalisasi ini, keterlibatan aktor non-negara untuk menanggulangi kasus ini tidak
dapat dibendung. United Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF) merupakan organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak
anak dan juga bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Secara umum, kerjasama Indonesia dengan UNICEF pertama kali dimulai pada
tahun 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat
akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerja sama resmi antara UNICEF dengan
pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa
kemerdekaan, UNICEF dianggap menjadi mitra Indonesia yang berkomitmen
untuk memperbaiki hidup masyarakat, khususnya anak dan wanita di seluruh
nusantara. Salah satu yang telah menjadi pusat perhatian UNICEF selama beberapa
periode adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan
untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.® Khusus mengenai
kasus kekerasan seksual terhadap anak, UNICEF mendukung pengembangan
mekanisme pelaporan pelecehan anak, mendorong survei pelanggaran anak dan
melakukan penulisan di Indonesia.’

Kerja sama juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari
pemerintah Rl dan juga UNICEF, sebagai organisasi internasional yang
memfokuskan target kepada anak. Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program

Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF yang ditulis oleh
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Kementerian Negara PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, dan UNICEF, dijelaskan bahwa
perjanjian kerja sama antara pemerintah Rl dengan UNICEF dilandasai oleh
perjanjian dasar kerjasama yang dibuat sejak tahun 17 November 1966.8 Tujuan
dari pedoman tersebut sebagaimana dituangkan dalam Piagam Country Program
Action Plan (CPAP) 2011-2015 adalah untuk membantu pemenuhan hak-hak anak
dan perempuan melalui kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan
anak (KHPPIA).?

UNICEF sendiri harus merumuskan kembali strateginya untuk lebih secara
komprehensif mengatasi  perlindungan anak. Mengadopsi  pendekatan
pembangunan sistem untuk perlindungan anak, dapat melalui penguatan hukum dan
keadilan, kesejahteraan sosial dan perilaku sosial sistem perubahan. UNICEF
mendorong dan mendukung pemerintah untuk membangun atau memperkuat
sistem perlindungan anak nasional. Namun, pemerintah juga harus lebih proaktif
memenuhi strategi yang ditingkatkan perencanaan dan koordinasi, serta
sepenuhnya menyelaraskan hukum, kebijakan, dan praktik dengan instrumen
internasional dan standar perlindungan anak.*°

Adanya kampanye global #Endviolence yang diinisiasi oleh UNICEF yang

dicetuskan pada 20 November 2013. Kampanye ini sekaligus untuk memperingati
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Hari Anak Internasional. Inisiatif ini dapat sekaligus menjadi usaha pencegahan
bersama dengan pemerintah sebagai landasan bagi semua upaya untuk menangani
kasus pelanggaran terhadap hak anak. Tujuan kampanye ini dapat menjadikan
kesadaran baru tentang dampak kekerasan pada anak terhadap individu dan
masyarakat di Indonesia.

Menurut saya sangat perlu untuk mengkaji topik ini secara akademis, karena
banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pelaku kekerasan banyak
yang berasal dari keluarga terdekat korban dan juga dari lingkup akademik anak.
Penulis juga ingin melihat seberapa besar peran yang dimainkan oleh pemerintah
dan UNICEF dalam melindungi anak di Indonesia sehingga bisa bebas dari
kekerasan seksual yang sangat marak terjadi. Berdasarkan sejumlah alasan di atas
maka penelitian ini mengangkat judul “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan
United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam
Memerangi Kekerasan Seksual Anak di Indonesia (2013-2019).” Penulis memilih
periode dari 2013-2019 karena adanya kenaikkan kasus kekerasan seksual di
Indonesia yang sangat tinggi dari tahun 2013 hingga 2014.

Penulis juga ingin melihat apakah kerja sama yang dilakukan oleh
Pemerintah RI dengan UNICEF dalam memerangi kasus ini mempunyai dampak
atau tidak dan adanya data terkini hingga tahun 2019. Dari penjabaran yang telah
dijelaskan oleh penulis, upaya untuk menghapus kekerasan seksual terhadap anak
tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan
masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antara unsur pemerintah

dengan kementerian atau lembaga terkait, pemerintahan daerah dan juga adanya



kerja sama antara organisasi internasional seperti UNICEF. Dalam melalukan
penelitian ini, penulis menggunakan teori liberalisme yang terwujud dalam bentuk
liberalisme institusional. Penulis juga akan mengaitkannya dengan konsep Hak

Asasi Manusia (HAM), Organisasi Internasional dan Kerja Sama Internasional.

1.2.  Rumusan Masalah
Penulis ingin memfokuskan permasalahan pada periode 2013-2019, karena

berdasarkan data statistik, dari tahun 2013-2014 ada peningkatan kasus yang sangat

signifikan. Penulis ingin melihat apakah Pemerintah Rl dan UNICEF berhasil
mengurangi kekerasan seksual anak. Melalui penjelasan yang ada diatas, penulis
ingin mengkaji dan memfokuskan beberapa permasalahan ke dalam tiga hal:

1.2.1 Bagaimana bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF
dalam memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana implementasi atau penerapan kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dengan UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak di
Indonesia?

1.2.3 Dampak seperti apa yang telah dicapai melalui kerja sama antara
Pemerintah Rl dan UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak di

Indonesia?

1.3.  Tujuan Penulisan
Melalui rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai

adalah penulis ingin mengidentifikasikan bentuk dari kerja sama yang dilakukan



oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak
di Indonesia. Penulis juga ingin memaparkan tahapan dan penerapan kerja sama
yang telah dilakukan kedua belah pihak dalam memerangi kekerasan seksual anak
di Indonesia. Lebih dalam lagi, penulis berupaya untuk menjelaskan dampak dari

hasil yang telah dicapai untuk memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia.

1.4.  Kegunaan Penulisan

Berdasarkan penulisan ini, diharapkan bisa mengetahui secara jelas dan
mendalam tentang kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam
memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia. Mengerti apa yang sesungguhnya
terjadi di lapangan tentang tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan
UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia. Penulis juga ingin
mengetahui dinamika kerja sama pemerintah Rl dengan sebuah organisasi
internasional, khususnya UNICEF. Mempelajari keberhasilan dan tantangan apa
saja yang dihadapi dalam memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia. Penulis
berharap dari penulisan ini dapat merumuskan solusi dari dampak yang telah terjadi

terhadap anak di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual.

1.5.  Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan ditulis sesuai dengan persyaratan penulisan skripsi sesuai
dengan yang telah diberikan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas 1Imu
Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pelita Harapan. Dengan adanya sistematika

penulisan ini diharapkan dapat membantu pembaca melihat garis besar, hasil dari



diskusi dan poin-poin dalam penulisan yang akan penulis jabarkan. Melalui
sistematika penulisan ini, penulis berharap adanya kesinambungan antara bab satu
dengan bab yang lainnya, sehingga menciptakan alur yang berhubungan dan akurat.
Penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis ingin memaparkan penjelasan mengenai latar belakang
penulisan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak bangsa
Indonesia. Masalah ini bukan lagi menjadi masalah domestik, akan tetapi sudah
mencakup masalah internasional. Bab ini juga menjelaskan undang-undang
Indonesia yang sejalan dengan isi dari Konvensi Hak Anak. Bab 1 juga menjelaskan
secara singkat bahwa telah ada kerja sama yang dilakukan pemerintah Rl dan
UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak. Bab 1 secara keseluruhan
mencakup latar belakang penulisan, alasan penulis memilih kasus ini, teori serta
konsep yang digunakan oleh penulis, rumusan masalah yang akan di teliti, tujuan
penulisan dan juga manfaat yang didapatkan dari penulisan ini.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Melalui bab ini, penulis ingin memaparkan semua teori yang relevan yang
berkorelasi langsung maupun secara tidak langsung berkorelasi dengan kasus yang
dibahas. Bab ini mengulas beberapa penulisan yang telah dilakukan sebelumnya
mengenai kasus yang sama, sehingga akan membantu pembaca memahami lebih
jelas tentang kasus ini. Selain itu, melalui bab ini membantu penulis untuk
mengidentifikasikan literatur dan sumber yang berhubungan secara langsung

maupun tidak langsung dengan topik sehingga dapat membantu penulis dalam
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menganalisa dan menuliskan gagasan dalam penelitian ini. Bab ini juga memiliki
dasar-dasar teoritis dan basis konsep di mana adanya konsep yang mencakup istilah
dan definisi utama berkaitan dengan kasus yang akan penulis bahas.
Bab 3: Metodologi Penulisan
Bab ini membahas mengenai metodologi penulisan yang digunakan dalam
melakukan penulisan. Berikutnya, berdasarkan pilihan dari metodologi penulisan
yang digunakan dalam melakukan penulisan ini digambarkan secara lebih rinci
dengan mencakup pendekatan penulisan, proses pengumpulan data, proses analisis
data dan bagaimana data-data tersebut digunakan.
Bab 4: Hasil dan Pembahasan
Penulis mencoba untuk menggunakan semua teori yang relevan dan dan sudah
dikemukakan di bab satu dan mencari kaitannya dengan kasus yang dibahas oleh
penulis. Selanjutnya, hasil dari temuan penulisan akan dianalisa serta ditafsirkan
secara merinci dalam bab ini. Penulis juga menganalisis data yang diperoleh untuk
melihat apa saja dampak dari kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan
UNICEF dalam memerangi kekerasan seksual anak di Indonesia.
Bab 5: Penutup
Di dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil temuan penulisan dari jawaban
rumusan masalah yang ditulis di dalam bab 1. Bab ini juga mencakup beberapa
rekomendasi untuk kasus ini dan penulis juga memberikan masukan mengenai
penyelesaian kasus di masa yang mendatang.

Setelah mengetahui penjelasan dari latar belakang mengapa penulis

memilih topik tersebut, bab selanjutnya akan membahas mengenai tinjauan pustaka
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yang didapat penulis dari sumber terpercaya. Selain itu, penulis juga akan
menjelaskan teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisis kasus

tersebut serta menjawab pertanyaan di rumusan masalah.
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